
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

NOMOR 2 TAHUN  2021 
 

T E N T A N G 

 
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN HULU  SUNGAI  SELATAN TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  

GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 

 
PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU  SUNGAI  SELATAN,  

 

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 
180/600/KUM/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal 

Penyampaian Ranperda, dan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu 
dilakukan pembahasan sebagaimana mestinya;   

  b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan di DPRD baik 

dalam pembicaraan tingkat I maupun pembicaraan 
tingkat II telah disepakati bersama dan untuk 

selanjutnya disetujui Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

    

    

    

    

    

    



 

 

    

    

 
 

 
 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014  tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6396); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, 
Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6197); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157);   

  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan; 

    

    



 

 

    

    

Memperhatikan :  Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Pembicaraan 

Tingkat I dan Tingkat II. 

 
M E M U T U S K A N : 

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika menjadi Peraturan Daerah.  

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 
Ditetapkan di Kandangan 

Pada tanggal 24 Februari 2021 
KETUA DPRD KABUPATEN 

HULU SUNGAI SELATAN, 
                              
 

 
       AKHMAD FAHMI 

 

 

Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth.  Bupati Hulu Sungai Selatan. 
   di – Kandangan 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


